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Pendahuluan

Ambang batas adalah persyaratan minimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menentukan kelayakan
atau hak partai politik dalam konteks tertentu, seperti mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
atau memperoleh kursi di parlemen.

Jenis Ambang Batas dalam Sistem Pemilu di Indonesia :

® Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold)

® Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)

ambang batas dalam sistem pemilu berfungsi untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mencegah
fragmentasi politik yang berlebihan, sehingga hanya partai dengan dukungan signifikan yang dapat memengaruhi
kebijakan. Selain itu, ambang batas memastikan kandidat yang digjukan memiliki dukungan kuat, menciptakan
legitimasi demokratis yang lebih besar. Akan tetapi dalam praktiknya banyak partai-partai politik di daerah seringkali
dipaksa untuk mengikuti arahan dari pimpinan pusat, terutama dalam pembentukan koalisi dalam mendukung
calon, hal fersebut dapat mengurangi otonomi partai ditingkat lokal serta dapat menghambat kemunculan
kandidat-kandidat yang memiliki potensi yang lebih besar dan memiliki kedakatan dalam masyarakat sekitar. Konsep
presidential freshold sangat berdampak serta mempengaruhi dinamika politik di tingkat daerah, maka dari ity
presidential freshold dapat dijadikan sebagai isu kajian yang perlu dibahas agar mampu menciptakan sistem pemilu
gachleblb inllusitdan adil
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Gap and Novelty

® Penelitian yang dilakukan oleh Studi Saifulloh (2022) menyoroti interpretasi hukum terhadap kebijakan hukum terbuka
terkait presidential threshold dalam UU Pemilu, dengan fokus pada bagaimana pembentuk undang-undang dapat mematuhi
putusan Mahkamah Konstitusi melalui dialog konstitusional dan revisi legislasi. Namun, penelitian ini terbatas pada aspek
normatif tanpa mengeksplorasi dampak praktis kebijakan tersebut terhadap sistem politik. Sementara itu, penelitian Abadi
dan Arsil (2022) membahas mekanisme penetapan ambang batas untuk menciptakan stabilitas sistem presidensial dan
penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia, tetapi lebih terfokus pada evaluasi efektivitas threshold tanpa mendalami
implikasi konstitusionalnya. Adapun penelitian Hariyanto (2019) menganalisis kebijakan legislatif terbuka terkait Pasal 222
UU Pemilu, dengan penekanan pada argumentasi konstitusional dan HAM, tetapi tidak membahas tantangan praktis dalam
penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis
normatif dan empiris untuk memahami dampak kebijakan ambang batas dalam memperkuat stabilitas sistem presidensial
sekaligus menjaga prinsip keadilan konstitusional.

® Kebaruan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan ambang batas
pemilu, termasuk presidential threshold dan parliamentary threshold, guna memahami konsistensi sikap MK dalam
menetapkan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) serta mengkaji dampak pengaturan ambang batas terhadap sistem
demokrasi, kKhususnya pada aspek representasi politik, stabilitas pemerintahan, dan keterbukaan kompetisi politik.
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Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perkembangan penetapan ambang batas dalam putusan MK di Indonesia?
 Ada berapa putusan MK yang berkaitan dengan penetapan ambang batas?
« Ada berapa jenis ambang batas yang diputuskan melalui putusan MK?
« Bagaimanakah sikap MK terkait penetapan ambang batas dalam kepemiluan?

2. apakah perkembangan penetapan ambang batas dalam putusan MK sudah selaras dengan
prinsip demokrasi partisipatif?

« Konsep demokrasi partisipatoris dalam negara hukum yang demokratis

« Analisis putusan MK tentang ambang batas pencalonan presiden dalam perspektif
demokrasi partisipatoris




Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis aturan hukum terkait ambang batas pemilu,
seperti presidential threshold dan parliomentary threshold, serta penerapannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi
(MK). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historical approach), yang menelusuri
perkembangan pengaturan ambang batas sampai putusan mk nomor 87/PUU/XXII/2024 pendekatan ini membantu
menganalisis terkait perubahan dan dinamika hukum yang memengaruhi ambang batas pemilu.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu dan putusan MK terkait ambang batas. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan
kajian akademis yang relevan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis yang
komprehensif dan terstruktur mengenai perkembangan putusan MK serta dampaknya terhadap pengaturan ambang
batas pemilu di Indonesia.

Penelifian ini juga menggunakan metode analisis deduktif, dimulai dengan mengidentifikasi prinsip umum dalam
konstitusi dan peraturan terkait, kemudian menarik kesimpulan dari data hukum tersebut untuk menjawab
permasalahan spesifik, seperti dampak dan konsistensi pengaturan ambang batas terhadap sistem demokrasi.
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A. Perkembangan penetapan ambang batas dalam putusan MK di Indonesia

Aturan tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) pertama kali
diperkenalkan melalui undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, yang kemudian diperbarui melalui undang-undang No. 42 Tahun 2008, ketentuan ini
menetapkan bahwa hanya partia politik atau gabungann partai politik yang hanya dapat
memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang dapat mengajukan
pasangan calon presiden dan wakil presiden. yang kemudian diperbarui melalui undang-
undang No. 42 Tahun 2008, ketentuan ini menetapkan bahwa hanya partia politik atau
gabungann partai politik yang hanya dapat memiliki minimal 20% kuursi DPR atau 25% suara

sah nasional yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian
dalam pasal 22 dan 23 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 2017 yang menyebutkan
bahwasanya partai politik dapat diperbolehkan untuk menjalin kerja sama dengan partai lain
untuk mengajukan pasangan calon. Namun pemberlakuan ambang batas ini telah memicu
kontroversi, terutama karena dianggap dapat merugikan bagi pihak-pihak tertentu dalam
menggunakan hak kostitusional mereka untuk mecalonkan seorang pemimpin legislatif




Ambang batas dalam sistem pemilu di indonesia ini memiliki 2 jenis yaitu
presidential treshold dan electoral treshold. Keduanya telah mempengaruhi dinamika
demokrasi di indonesia. Terkhusus yang berkaitan dengan keterwakiln dan keadilan
elektoral. Dalam pembahasan ini, penulis akan menyajikan sebuah tabel yang
merangkum dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, guna untuk
menilal bagaimana mahkamah membingkal konstitusionalitas ambanng batas dalam
bingkal demokrasi yang lebih luas.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidential treshold sebagai berikut:
1. Nomor 56/PUU-X1/2013 4. Nomor 68/PUU-XI1X/2021
2. Nomor 74/PUU-XV111/2020 5. Nomor 70/PUU-X1X/2021

3. Nomor 66/PUU-XI1X/2021 6. Nomor 5/PUU-XX/2022




Pembahasan

7. Nomor 6/PUU-XX/2022 13. Nomor 52/PUU-XX/2022
8. Nomor 7/PUU-XX/2022 14. Nomor 4/PUU-XX1/2023
9. Nomor 16/PUU-XX/2022 15. Nomor 16/PUU-XX1/2023
10. Nomor 8/PUU-XX/2022 16. Nomor 80/PUU-XX1/2023
11.Nomor 11/PUU-XX/2022 17. Nomor 62/PUU-XXI11/2024
12. Nomor 42/PUU-XX/2022 18. Nomor 87/PUU-XXI11/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait electoral treshold sebagai berikut :

1. Nomor 001/PUU-11/2004 4. Nomor 15/PUU-1X/2011
2. Nomor 12/PUU-V1/2008 5. Nomor 51/PUU-X/2012
3. Nomor 3/PUU-VI1/2009 6. Nomor 52/PUU-X/2012
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Pembahasan

3. Sikap Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan ambang batas dalam kepemiluan.

Adapun dalam perkara-perkara lainnya, Mahkamah menolak atau menyatakann permohonan tidak dapat
diterima, dengan alasan bahwa pengaturan ambang batas merupakan ranah kebijakan ukum yang masih sah
selama tidak terdapat pelanggaran konstitusional yang nyata. Sejumlah permohonan ditolak karena tidak
memenuhi syarat kerugian konstitusional yang aktual, spesifik, dan langsung. Dalam hal ini, Mahkamah menilali
bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan terkait ambang batas pencalonan presiden[21]. Beberapa contoh sikap Mahkamah ini
tampak dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVI111/2020, 66/PUU-X1X/2021, 5/PUU-XX/2022, dan 80/PUU-
XX1/2023, di mana Mahkamah tetap mempertahankan keberlakuan ambang batas sebagai bentuk penyederhanaan
sistem kepartaian dan menjaga efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bersikap mutlak dalam menyikapi
permohonan pengujian terkait ambang batas. Di satu sisi, Mahkamah menghormati kewenangan pembentuk
undang-undang dalam menetapkan ambang batas sebagai bentuk kebijakan politik hukum. Namun di sisi lain,
Mahkamah juga tetap membuka ruang koreksi apabila ditemukan norma yang secara nyata bertentangan dengan
prinsip-prinsip konstitusional. Sikap Mahkamah ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara
kebutuhan akan efektivitas sistem politik dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, sebagai
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Pembahasan

B. Apakah Perkembangan Penetapan Ambang Batas dalam Putusan MK Sudah Selaras dengan Prinsip
Demokrasi Partisipatif

Berdasarkan serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana telah dijabarkan dalam
bagian sebelumnya, dapat terlihat bahwa sikap MK terhadap pengujian ambang batas sebagian besar tidak
mencerminkan keberpihakan yang eksplisit terhadap demokrasi partisipatif, melainkan lebih menekankan pada
penghormatan terhadap kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang.

1. Konsep Demokrasi Partisipatoris dalam Negara Hukum yang Demokratis

Demokrasi partisipatoris merupakan suatu model dan salah satu bentuk perkembangan konsep demokrasi yang
mengedepankan partisipasi aktif rakyat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan politik, bukan hanya
terbatas pada saat pemilu, namun juga bertumpu pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan

kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, Dalam demokrasi
partisipatoris, tidak hanya dipandang sebagal bentuk kehadiran dalam bilik suara, melainkan juga
mencakup keterlibatan dalam diskusi publik, perumusan peraturan, penyusunan anggaran, hingga
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, model ini menjadi penting
untuk mendorong keterlibatan warga secara substantif dan mencegah dominasi kekuasaan oleh elit
politik atau kelompok tertentu.




Pembahasan

Adapun ciri-ciri utama dari demokrasi partisipatoris meliputi :
e Keterlibatan langsung warga negara

* Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan

e Kesetaraan dalam partisipasi

* Penguatan komunitas lokal

e Kemandirian warga negara secara politik

Namun pada praktinya, demokrasi di negara kita masih di dominasi oleh model demokrasi
representatif yang mana demokrasi tersebut menciptakan jarak seperti rakyat diwakili, dan tidak
terlibat langsung. Bahkan cenderung bersifat elitis dan prosedural, seperti contohnya. Pemilu
memang dilaksanakan namun rakyat jarang dilibatkan dalam penyusunan undang-undang penting,
forum kebijakan masih didominasi oleh elite partai atau kelompok tertentu, hingga rakyat sulit
mengajukan calon pemimpin secara mandiri karena adanya batasan seperti presidential threshold
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2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas
Pencalonan Presiden dalam Perspektif Demokrasi Partisipatoris

Rakyat memang memiliki hak memilih dalam pemilu, namun setelah itu peran
aktif mereka seolah terputus. Penyusunan undang-undang penting tidak
melibatkan partisipasi publik yang bermakna, forum-forum kebijakan
didominassi oleh elite partai, dan pembatasan seperti presidential treshold justru
yang mempersempit ruang partisipasi rakyat untuk mencalonkan pemimpin
secara mandiri.

Adapun analisis putusan yang memenuhi ciri-ciri utama dalam konsep
Demokrasi Partisipatoris dijabarkan sebagai berikut :




Pembahasan

® Keterlibatan langsung warga negara

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024, di mana para Pemohon terdiri dari warga negara
dan mahasiswa yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu (tentang ambang batas pencalonan presiden).
Awalnya, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional yang langsung, spesifik, dan aktual. Namun
menariknya, Mahkamah kemudian menyatakan bahwa permohonan memenuhi persyaratan formil berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78
PMK 2/2021, sehingga Mahkamah memutuskan melanjutkan ke tahap pokok perkara dan akhirnya mengabulkan seluruh permohonan.
Putusan ini mencerminkan pengakuan Mahkamah terhadap peran aktif warga negara dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya secara
langsung, serta menunjukkan bahwa partisipasi warga biasa—»bukan hanya partai politik—dapat diakomodasi dalam proses konstitusional.

® Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan

sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut. Hal ini tampak
dalam Putusan Nomor 4/PUU-XX1/2023, di mana Mahkamah menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh warga negara terkait
tafsir masa jabatan presiden dan wakil presiden. Mahkamah menyatakan bahwa dalil kerugian konstitusional yang diajukan Pemohon tidak
memenuhi unsur nyata, khusus, dan aktual sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU MK. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan
pembatasan masa jabatan telah secara tegas diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, sehingga tidak dapat ditafsirkan secara kondisional. Meskipun
secara yuridis Mahkamah menjalankan fungsi menjaga konstitusi, tetapi dalam perkara ini Mahkamah tidak memberi ruang yang cuk up untuk
membahas secara terbuka kekhawatiran publik terkait upaya perpanjangan kekuasaan. Hal ini menimbulkan kesan tertutup dan kurang
akuntabel terhadap aspirasi masyarakat yang mempertanyakan arah keberlanjutan demokrasi dalam praktik kekuasaan eksekutif.
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Pembahasan

® Kesetaraan dalam partisipasi

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menunjukkan posisi yang masih belum sepenuhnya berpihak pada
prinsip kesetaraan ini. Misalnya dalam Putusan No. 56/PUU-X1/2013, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan
presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Mahkamah menegaskan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden merupakan bagian dari kebijakan hukum yang
sah dan berada dalam ranah pembentuk undang-undang. Sikap ini menunjukkan bahwa Mahkamah lebih memilih
mempertahankan pembatasan partisipasi melalui mekanisme administratif, sekalipun mekanisme tersebut telah
menyebabkan ketimpangan akses bagi partai-partai kecil dan calon independen dalam mencalonkan presiden. Dengan
demikian, Mahkamah dalam perkara ini belum menempatkan prinsip kesetaraan sebagai tolok ukur utama dalam
pengujian norma.

® Penguatan komunitas lokal

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-I1X/2011, di mana Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan dalam
undang-undang yang mengatur persyaratan bagi partai politik diberlakukan secara setara terhadap partai baru maupun
partai lama. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk
menghapus keberadaan partai politik tertentu, melainkan mendorong semua partai untuk menyesuaikan diri dengan
norma baru yang berlaku. Putusan ini mengindikasikan bahwa Mahkamah mengakui eksistensi partai politik baru
Rroses demokratisasi yang inklusif, termasuk partai yang lahir dari konteks lokal atau berbasis
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Pembahasan

®* Kemandirian warga negara secara politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI11/2024, di mana para Pemohon yang terdiri dari warga negara
dan mahasiswa mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Dalam permohonannya, para Pemohon
berinisiatif secara mandiri untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya atas dasar kepedulian terhadap
sempitnya ruang pencalonan bagi pemimpin alternatif. Meskipun Mahkamah pada awalnya menyatakan bahwa
Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional yang nyata, langsung, dan spesifik, Mahkamah kemudian
mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU
MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga Mahkamah memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara
dan pada akhirnya mengabulkan permohonan secara keseluruhan.
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Kesimpulan

Pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen merupakan isu konstitusional yang
banyak menimbulkan perdebatan. Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, tetap mempertahankan ketentuan
tersebut dengan pendekatan yuridis-formal melalui konsep open legal policy. Namun, pendekatan Mahkamah tersebut
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi partisipatoris, karena tidak mempertimbangkan secara mendalam
dampak ketentuan tersebut terhadap keterlibatan rakyat dalam proses politik. Bahkan, Mahkamah cenderung
mempersempit ruang partisipasi dengan membatasi kedudukan hukum hanya pada partai politik. Hal ini menunjukkan
bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih bersifat representatif dan elitis, serta belum sepenuhnya memberikan
ruang partisipasi politik yang luas bagi warga negara.

Melihat pentingnya keterlibatan rakyat secara aktif dalam sistem demokrasi, maka perlu adanya evaluasi
ternadap keberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen, baik dari aspek regulasi maupun
penafsiran konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi seharusnya lebih responsif terhadap
perkembangan praktik demokrasi dan memperluas tafsir konstitusi yang berpihak pada rakyat. Demokrasi tidak hanya
sebatas prosedur formal dalam pemilihan umum, melainkan juga tentang partisipasi aktif warga negara dalam
menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan nasional. Dengan semakin berkembangnya kesadaran politik
masyarakat, maka menjadi penting bagi seluruh institusi negara untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi
partisipatoris dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengaturan ambang batas pencalonan. Harapannya,
demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara lebih adil, setara, dan substansial, sebagaimana diamanatkan oleh
: ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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